BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1642, 2018 KEMENSOS. Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi
Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan
Hukum.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
REHABILITASI SOSIAL DAN REINTEGRASI SOSIAL
BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Pusat
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
konkuren menetapkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan;

b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014
tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum dan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2015 tentang
Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan
Dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan kondisi
saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial dan
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Mengingat

Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan

Hukum;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5602);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4967);


http://www.bphn.go.id/data/documents/08uu039.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu011.doc
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11.

12.
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak
yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5732);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6033);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban
Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6131);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara


http://www.bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/12pp039.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/15pr007.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/15pr007.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/15pr007.pdf
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Menetapkan

13.

14.

15.

16.

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 86);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG REHABILITASI
SOSIAL DAN REINTEGRASI SOSIAL BAGI ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan
pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam
kehidupan masyarakat.

Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan anak yang

berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak


http://www.bphn.go.id/data/documents/15pr007.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/15pr046.pdf
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saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga
dan masyarakat.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya
disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan
hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan
anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya
disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua
belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang
selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi
yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya
disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18
(delapan  belas) tahun yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu
perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau
dialaminya sendiri.

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang
selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat
pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial bagi Anak.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak
pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula,
dan bukan pembalasan.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak
dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan
pidana.

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja,

baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang



